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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

            Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dibagian 

Selatan Pulau Sumatera yang beribukota di Palembang. Sebutan lain yang terkenal dari 

Kota Palembang adalah Bumi Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi 

wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan 

maritim terbesar dan terkuat di Nusantara (Idris., 2011 ; Meileni 2018).  

            Sumatera Selatan merupakan sebuah wilayah yang secara geografis tergolong 

sebagai dataran rendah dengan ketinggian rata-rata sekitar 79 meter di atas permukaan 

laut. Provinsi ini terletak pada posisi antara 1° hingga 4° derajat Lintang Selatan serta 

berada di rentang koordinat 102° hingga 106° derajat Bujur Timur. Secara 

administratif, Provinsi Sumatera Selatan memiliki luas wilayah yang mencapai 

87.421,24 km². Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan 

terdiri dari tiga belas kabupaten serta empat kota yang tersebar di berbagai penjuru 

provinsi tersebut. Apabila ditinjau dari batas-batas geografisnya, wilayah Provinsi 

Sumatera Selatan pada bagian utara berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi 

Jambi, sementara di bagian timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-

Belitung. Selanjutnya, di bagian selatan, provinsi ini berbatasan dengan wilayah 

administratif dari Provinsi Lampung, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan 

Provinsi Bengkulu (BPS Sumatera Selatan, 2023). 

            Sumatera Selatan memiliki suatu kesatuan wilayah hukum yang kedudukannya 

sejajar dengan wilayah-wilayah lain yang terdapat di seluruh Indonesia. Wilayah ini 

memiliki satuan administratif yang khas serta unik, di mana kesatuan wilayah tersebut 

mempunyai keistimewaan tersendiri baik dari segi latar belakang historis maupun dari 

aspek perkembangannya yang terjadi seiring berjalannya waktu (Adelia et al., 2019). 
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Masyarakat asli yang sejak dahulu telah bermukim dan menetap di wilayah Sumatera 

Selatan secara turun-temurun dikenal dengan istilah "marga". Penduduk pribumi yang 

berasal dari daerah Uluan Sumatera Selatan memiliki akar sejarah yang berasal dari 

tiga pusat utama yang berbeda, yaitu daerah di sekitar Danau Ranau, kawasan yang 

berada di wilayah Kabupaten Pasemah, serta wilayah Rejang. Ketiga lokasi yang 

menjadi titik awal permukiman tersebut terletak di sekitar kawasan pegunungan yang 

cukup terkenal, yakni Gunung Dempo, Gunung Seminung, serta Gunung Kaba. Setiap 

gunung tersebut memiliki aliran airnya masing-masing, yang kemudian turut 

berkontribusi dalam membentuk pola permukiman serta kehidupan sosial masyarakat 

di daerah sekitarnya. Dari ketiga kawasan inilah, berbagai kelompok suku yang ada di 

Sumatera Selatan mulai berkembang dan berpindah ke berbagai daerah. Masing-

masing kelompok suku ini kemudian membentuk rumpun yang lebih kecil dan secara 

bertahap membagi diri menjadi kelompok-kelompok kekerabatan yang lebih erat atau 

yang biasa disebut sebagai satu kepuyangan (Royen, 1927). Dengan demikian, proses 

perkembangan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama inilah yang pada 

akhirnya menjadi awal mula terbentuknya sistem marga yang dikenal dalam struktur 

sosial masyarakat Sumatera Selatan hingga saat ini. 

               Kata "Marga" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "Varga," yang memiliki 

makna sebagai suatu wilayah tertentu serta merujuk pada suatu keluarga atau kelompok 

keturunan yang memiliki hubungan kekerabatan (Anggraini, 2022; Irwanto et al., 

2018). Dalam konteks politik, sistem pemerintahan berbasis suku yang diterapkan di 

Sumatera Selatan merupakan bentuk sistem pemerintahan daerah yang awalnya 

dirancang oleh Kesultanan Palembang sekitar abad ke-18 (Irwanto et al., 2022). Sistem 

ini kemudian diadaptasi oleh pemerintah kolonial Belanda, dilanjutkan oleh 

pemerintahan pendudukan Jepang, dan akhirnya diterapkan dalam sistem pemerintahan 

Indonesia pasca-kemerdekaan, yang semakin diperkuat dengan diterbitkannya 

peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979. Secara teknis, 

pembentukan sistem marga yang dilakukan oleh Kesultanan Palembang dilaksanakan 

dengan cara menyatukan beberapa kesatuan sosial yang tersisa di daerah sekitarnya, 
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seperti Kesumbayan, Petulai, atau Kebuian. Proses ini menciptakan sebuah struktur 

pemerintahan yang lebih terorganisir dengan cakupan wilayah yang lebih luas, di mana 

jumlah unit yang disatukan dapat bervariasi, mulai dari tiga hingga puluhan kelompok 

(Irwanto et al., 2022).  

            Penerapan sistem pemerintahan marga di era Kesultanan Palembang memiliki 

tujuan utama untuk mengontrol serta mengelola aspek ekonomi dan dinamika politik 

di berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaannya (Susetyo & Ravico, 2021). 

Pada masa itu, sistem marga berfungsi sebagai suatu kesatuan hukum yang diberi 

wewenang untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha secara mandiri di dalam 

wilayah masing-masing, sekaligus mengatur urusan internal rumah tangganya sendiri 

(Irwanto et al., 2018). Namun, pada tahun 1825, pemerintahan Kesultanan Palembang 

mengalami perubahan signifikan setelah kolonial Belanda mengambil alih dan 

mengubah wilayah tersebut menjadi bagian dari sistem Keresidenan yang dipimpin 

oleh seorang pejabat dengan gelar Residen. Selanjutnya, wilayah hulu dari Karesidenan 

Palembang, yang secara geografis terpisah dari ibu kota Palembang, dibagi menjadi 

beberapa unit administratif yang lebih kecil, yang disebut Afdeeling. Setiap Afdeeling 

kemudian dibagi lagi ke dalam sub-wilayah yang lebih kecil yang dikenal dengan 

sebutan Onder-Afdeeling (Adelia et al., 2019; Susilo & Sarkowi, 2020).  

            Pada masa kolonial Belanda, marga secara tidak langsung diberikan 

kewenangan dalam bidang politik pemerintahan, terutama dalam aspek pengadilan 

untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal marga. Sementara itu, dalam sektor 

ekonomi, marga memiliki tugas utama untuk memungut pajak dari masyarakat 

setempat (Manullang, 2019). Namun, terkait dengan permasalahan politik yang 

melibatkan hubungan antar marga, keputusan akhir berada di tangan seorang 

Kontroleur, yakni pejabat tertinggi Pemerintah Kolonial Belanda yang memiliki 

otoritas lebih tinggi daripada kepala marga (Istianda et al., 2023). Sedangkan ketika 

Jepang mengambil alih kekuasaan, sistem badan-badan legislatif yang sebelumnya ada, 

seperti Groepsgemeenschap Palembang, dihapuskan. Dewan marga dibubarkan, serta 

struktur pemerintahan Afdeeling turut ditiadakan. Meskipun demikian, sistem otonomi 
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masih tetap berjalan, meskipun tanpa adanya lembaga atau perangkat resmi yang secara 

khusus mengatur mekanismenya. Dalam kondisi tersebut, seluruh wewenang yang 

sebelumnya dimiliki oleh dewan marga dan dusun dikonsolidasikan dalam satu figur, 

yaitu kepala marga atau yang dikenal sebagai Pasirah (Yuliana, 2008). 

            Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mencatat dalam Regeering 

Almanak bahwa sistem pemerintahan marga di wilayah kekuasaannya mencakup 

wilayah geografis dan administratif tertentu, termasuk Ogan Ilir dan Belida, yang 

merupakan bagian dari zona ekonomi afdeeling yang langsung berada di bawah kendali 

Keresidenan Palembang (Tahir, 2021). Pembagian administratif ini mengalami 

beberapa kali perubahan. Pada tahun 1872, terjadi proses regrouping (penggabungan) 

yang mengurangi jumlah afdeeling dari sembilan menjadi tujuh unit administratif 

(Baharuddin, 2019). Selanjutnya, pada tahun 1878, jumlah afdeeling kembali 

berkurang dari tujuh menjadi enam. Kemudian, pada tahun 1918, sebagaimana yang 

tertuang dalam Staatblad Tahun 1918 Nomor 612, pembagian wilayah tersebut 

mengalami perubahan lebih lanjut, sehingga jumlah afdeeling dikurangi lagi menjadi 

empat (Marsaid et al., 2019).  

            Berdasarkan Staatblad Nomor 465 Tahun 1921 dan Staatblad Nomor 352 

Tahun 1930, struktur administratif Karesidenan Palembang di Sumatera Selatan 

mengalami perubahan signifikan, di mana jumlah afdeeling dikurangi menjadi tiga 

(Baharuddin, 2019). Dengan adanya perubahan ini, Ogan Ilir tidak lagi berstatus 

sebagai afdeeling, melainkan ditetapkan sebagai Onder-Afdeeling Ogan Ilir, yang 

berpusat di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan. Pada masa tersebut, wilayah 

ini terdiri dari 19 pemerintahan marga, salah satunya adalah Marga Pegagan Ilir Suku 

II (Tahir, 2021). Pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II mencakup 18 dusun dan 

berbatasan langsung dengan Marga Pegagan Ulu Suku I serta Marga Pegagan Ilir Suku 

II (Rosliah, 2006). Marga Pegagan Ilir Suku II merupakan bagian dari masyarakat Suku 

Pegagan, yang termasuk dalam sub-suku dari Suku Ogan. Kelompok ini secara 

dominan bermukim di sepanjang aliran Sungai Ogan. Suku Pegagan memiliki sejarah 

panjang dalam penerapan sistem pemerintahan marga, yang menjadi salah satu 
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identitas khas masyarakat adat di Sumatera Selatan. Kebijakan administratif yang 

diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda turut berpengaruh terhadap struktur 

tradisional masyarakat Pegagan, terutama dalam hal pembagian wilayah (Hikmah, 

2011). 

            Pada era kolonial, wilayah Suku Pegagan dikelompokkan menjadi dua bagian 

utama, yaitu Pegagan Ulu dan Pegagan Ilir. Pegagan Ulu kemudian terbagi menjadi 

dua marga, yakni Marga Pegagan Ulu Suku I dan Marga Pegagan Ulu Suku II. 

Sementara itu, wilayah Pegagan Ilir dibagi menjadi tiga marga, yaitu Marga Pegagan 

Ilir Suku I, Marga Pegagan Ilir Suku II, dan Marga Pegagan Ilir Suku III. Pembagian 

administratif ini tidak hanya memengaruhi sistem pemerintahan adat, tetapi juga 

menetapkan batas-batas wilayah baru yang berimbas pada dinamika sosial dan budaya 

masyarakat setempat (Hikmah, 2011).  

            Selanjutnya Pasca-kolonial, dilakukan berbagai upaya untuk menyeragamkan 

sistem pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerbitkan beberapa 

undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan daerah. Perumusan 

undang-undang ini bertujuan untuk menyatukan sistem administrasi di seluruh pelosok 

tanah air (Soejito, 1990: 22). Pada awalnya, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa pemerintahan daerah, baik di 

tingkat kota, negeri, marga, maupun istilah lainnya, disamakan dengan konsep "desa." 

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pemerintah kembali menerbitkan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1957. Kemudian, setelah UUD 1945 mengalami amandemen, 

terjadi perubahan pada Pasal 18, di mana dalam penjelasannya tidak secara eksplisit 

menyebutkan istilah "marga." Meskipun demikian, secara implisit eksistensi marga 

tetap diakui. Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap menghormati keberadaan 

daerah-daerah istimewa dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan 

hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh karena itu, eksistensi marga seharusnya tetap 

dihormati dan dijamin keberlangsungannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. 

Meninjau ketentuan Pasal 18B ayat 1, negara mengakui keberadaan berbagai satuan 

pemerintahan yang memiliki status khusus atau istimewa, baik di tingkat provinsi, 
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kabupaten, kota, maupun desa. Contoh pemerintahan yang bersifat khusus adalah 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, sedangkan pemerintahan dengan status 

istimewa meliputi Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta serta Daerah Istimewa (DI) 

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Istianda et al., 2023). 

            Sementara itu, ayat 2 menegaskan adanya pengakuan dan penghormatan 

terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, 

selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tidak 

disebutkannya sistem pemerintahan marga dalam pasal tersebut—sebagaimana halnya 

dengan gampong di NAD, nagari di Sumatera Barat, dukuh di Jawa, dan banjar di 

Bali—tidak berarti bahwa "marga" kehilangan statusnya yang khas. Pengakuan 

konstitusional dalam UUD 1945 sebelum amandemen telah dengan jelas menunjukkan 

bahwa sistem pemerintahan marga benar-benar pernah eksis dan berperan dalam 

kehidupan masyarakat di Sumatera Selatan (Istianda et al., 2023). Seiring dengan 

berkembangnya kebijakan administrasi negara, setelah pengakuan kedaulatan 

Indonesia, diterbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 untuk menyempurnakan 

regulasi sebelumnya. Selanjutnya, peraturan ini diperkuat dengan Undang-Undang No. 

19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Meskipun implementasi Undang-Undang Desapraja 

akhirnya ditunda, kebijakan ini telah memicu upaya penghentian jabatan kepala marga 

beserta struktur pemerintahan di bawahnya (Ismail, 2004). 

            Pemerintah kembali menerbitkan Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan 

Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang secara 

eksplisit menegaskan prinsip desentralisasi serta keberadaan daerah otonomi. Wilayah 

otonomi ini dikenal sebagai desa, yang pembentukannya harus memenuhi sejumlah 

kriteria dan persyaratan, termasuk luas wilayah, jumlah penduduk, serta peraturan-

peraturan yang berlaku di desa tersebut. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa 

dilakukan oleh struktur pemerintahan yang paling rendah, yang berada langsung di 

bawah camat, yaitu pemerintahan desa dan kelurahan. Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan mulai menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, sebagaimana 
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ditetapkan dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera 

Selatan Nomor 142/SKPTS/III/1983, yang diterbitkan pada 24 Maret 1983. SK 

tersebut mencakup beberapa ketetapan penting, di antaranya penghapusan sistem 

pemerintahan marga, pembubaran perangkat marga dengan penghormatan, serta 

perubahan struktur dusun eks-marga menjadi desa sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Widjaja, 2002). 

            Sistem pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II pasca-kolonial mulai 

dipimpin oleh seorang camat, mengingat di Sumatera Selatan keberadaan marga tetap 

diakui di bawah struktur kecamatan. Hal ini juga berlaku bagi Marga Pegagan Ilir Suku 

II, di mana seorang Pasirah dalam setiap marga memiliki tanggung jawab kepada 

camat. Dalam kapasitasnya sebagai bawahan camat, Pasirah bertindak sebagai 

penghubung, sehingga camat tidak perlu secara langsung menangani berbagai urusan 

yang melibatkan proatin dan kerio (Hidayah & Radiawan, 1993). Sejak era 

kemerdekaan, Marga Pegagan Ilir Suku II telah menjadi bagian dari wilayah 

administratif Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Kabupaten OKI sendiri berada di 

bawah Keresidenan Palembang dan mencakup 26 marga, salah satunya adalah Marga 

Pegagan Ilir Suku II. Kemudian, pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan 

diberlakukannya reorganisasi administrasi, Kabupaten OKI resmi menjadi bagian dari 

Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembagian administratif yang baru, wilayah 

Kabupaten OKI terbagi menjadi 12 kecamatan definitif serta 6 kecamatan perwakilan. 

Salah satu kecamatan perwakilan pada periode tersebut adalah Kecamatan Tanjung 

Raja, yang sebagian besar wilayahnya mencakup bekas wilayah Marga Pegagan Ilir 

Suku II (Berlian, 2003). 

            Penelitian mengenai sejarah sistem marga di suatu wilayah bukanlah suatu 

kajian yang baru, melainkan telah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa penelitian 

terdahulu yang relevan antara lain, yang pertama, penelitian berjudul "Sejarah Marga 

Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir (1850–1983)" yang ditulis oleh 

Yusinta Tia Rusdiana pada tahun 2019. Kajian ini mengulas asal-usul masyarakat 

Tulung Selapan, yang bermula dari kawasan Bukit Petaling. Bukit tersebut dipenuhi 
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oleh pepohonan berdaun lebar yang dikenal dengan nama "Selapan", sementara aliran 

air yang mengelilinginya membentuk lingkaran sehingga disebut "Tulung." Awalnya, 

Desa Tulung Selapan dimekarkan menjadi dua bagian, yakni Tulung Selapan Ilir dan 

Tulung Selapan Ulu. Pada periode 1969 hingga 1974, desa ini dikenal sebagai Desa 

Marga Tulung Selapan. Namun, setelah sistem pemerintahan marga dihapus pada 

tahun 1979, masyarakat setempat beralih ke berbagai mata pencaharian, seperti bertani 

padi, berkebun karet (mahat), serta bekerja sebagai nelayan (Rusdiana, 2019). 

 Kedua, penelitian berjudul "Pemerintahan Marga di Lubuklinggau Tahun 

1855–1983" yang dilakukan oleh Eka Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra pada tahun 

2015. Penelitian ini menelaah sistem pemerintahan marga di Lubuklinggau yang telah 

berlangsung sejak lama. Setelah pemerintah Hindia Belanda menetapkan regulasi 

terkait pembentukan sistem marga pada tahun 1855, Lubuklinggau dijadikan sebagai 

wilayah pemerintahan marga yang membawahi sejumlah dusun. Namun, pada tahun 

1983, sistem pemerintahan marga secara resmi dihapus berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 142 Tahun 1983 

(Apriyanti & Dienaputra, 2015). 

            Ketiga, penelitian berjudul "Perkembangan Pemerintahan Marga di Ujan Mas 

Kabupaten Muara Enim Tahun 1975–1983" yang dilakukan oleh Mareta Adelia, 

Yunani Hasan, dan Alian Sair pada tahun 2019. Kajian ini membahas transformasi 

sistem pemerintahan marga menjadi pemerintahan desa seiring dengan penerapan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini 

menyebabkan marga, yang sebelumnya merupakan struktur pemerintahan terendah, 

dikonversi menjadi dusun yang kemudian menjadi bagian dari sistem pemerintahan 

desa. Perubahan tata kelola administratif di Kecamatan Ujan Mas juga mengalami 

penyesuaian sebagai dampak dari implementasi regulasi tersebut (Adelia et al., 2017). 

            Keempat, penelitian berjudul "Sejarah Perkembangan Marga Tanjung Batu" 

oleh Arenda Rosyada pada tahun 2024. Penelitian ini mengulas perkembangan sistem 

pemerintahan marga di Tanjung Batu yang mulai terbentuk sejak tahun 1855, setelah 

berakhirnya Kesultanan Palembang. Pada periode tersebut, sistem pemerintahan marga 
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telah memiliki struktur yang tertata dengan kepemimpinan resmi yang disebut Depati, 

yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme mancang, yang dapat 

disamakan dengan pemilihan umum. Dalam kurun waktu 1855–1950 pada masa 

kolonial, Marga Tanjung Batu dipimpin oleh 12 Pasirah. Salah satu kebijakan yang 

berpengaruh terhadap sistem politik di wilayah ini adalah diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa dan 

kelurahan sebagai organisasi pemerintahan tingkat bawah langsung di bawah camat. 

Pada periode 1970–1984, Marga Tanjung Batu berkembang dengan memiliki enam 

camat dan tiga Pasirah yang menjalankan tugasnya secara berdampingan (Rosyada, 

2024). 

           Keempat penelitian di atas membahas sejarah serta sistem pemerintahan marga 

yang berkembang di Sumatera Selatan. Peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam 

mengenai sejarah marga yang ada di daerah asal penulis, yaitu Marga Pegagan Ilir Suku 

II. Wilayah ini dipilih sebagai fokus penelitian karena berdasarkan catatan sejarah, 

Marga Pegagan Ilir Suku II telah ada sejak awal kemerdekaan dan mengalami berbagai 

transformasi akibat kebijakan pemerintah, terutama setelah diberlakukannya 

penyeragaman sistem pemerintahan daerah. Sejak perubahan regulasi di Indonesia 

yang menetapkan bahwa struktur pemerintahan setingkat marga dan negeri disatukan 

menjadi sistem pemerintahan desa, terjadi pergeseran mendasar dalam tata kelola serta 

pola administrasi pemerintahan. Selain itu, diterbitkannya Surat Keputusan (SK) 

Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Tingkat I pada 24 Maret 1983, yang 

menetapkan penghapusan sistem marga, semakin mempercepat proses transisi tersebut. 

Perubahan dalam regulasi pemerintahan desa membawa dampak yang signifikan 

terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pergantian sistem pemerintahan turut 

berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial, ekonomi, politik, serta kebudayaan 

masyarakat setempat. Seiring berjalannya waktu, pemekaran desa mengakibatkan 

masyarakat yang sebelumnya berada dalam satu kesatuan administratif terpecah ke 

dalam wilayah-wilayah baru, sehingga memicu perubahan dalam tatanan sosial 

masyarakat.  
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            Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sebelumnya terikat dalam satu 

kesatuan administratif mengalami pemisahan akibat pemekaran desa dan 

pengelompokan ke wilayah-wilayah baru, yang tentunya membawa berbagai 

perubahan. Masyarakat membentuk struktur sosial yang beragam, mencakup kelompok 

sosial, kebudayaan, lembaga kemasyarakatan, sistem stratifikasi, serta pola kekuasaan. 

Perubahan dan perkembangan tersebut menciptakan dinamika sosial yang mendorong 

individu maupun kelompok untuk saling berinteraksi. Baik dalam hubungan antar 

individu maupun dalam kelompok sosial yang lebih luas, interaksi ini mencerminkan 

suatu proses sosial, yakni bagaimana individu dan masyarakat berhubungan, 

beradaptasi, serta menentukan pola dan sistem interaksi mereka. Ketika terjadi 

perubahan yang mengguncang pola kehidupan yang telah lama terbentuk, masyarakat 

harus menyesuaikan diri dengan tatanan yang baru. Transformasi ini membawa 

dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam sektor 

ekonomi, hukum, serta kondisi sosial masyarakat (Soekanto, 2001).  

              Urgensi penelitian ini adalah untuk segera menyusun historiografi mengenai 

pemerintahan marga dalam rentang waktu tersebut. Semakin lama penulisan 

historiografi ditunda, semakin sulit mengakses fakta dari sumber-sumber tak tertulis, 

seperti kesaksian para pelaku sejarah. Tujuan utama penelitian ini adalah memperkaya 

wawasan tentang sejarah lokal di Sumatera Selatan, khususnya terkait perkembangan 

Marga Pegagan Ilir Suku II. Oleh karena itu, peneliti berupaya menelusuri lebih dalam 

dinamika pemerintahan marga tersebut dalam bentuk skripsi berjudul “Sejarah 

Perkembangan Marga Pegagan Ilir Suku II 1950–1983.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

            Menyesuaikan dengan judul yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: 

1. Bagaimana perkembangan pemerintahan pada Marga Pegagan Ilir Suku II 

tahun 1950-1983 ? 

2. Bagaimana perkembangan ekonomi pada Marga Pegagan Ilir Suku II tahun 

1950-1983 ? 

3. Bagaimana perekembangan sosial dan budaya pada Marga Pegagan Ilir Suku II 

tahun 1950-1983 ? 

4. Bagaimana proses penghapusan sistem pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku 

II tahun 1950-1983 ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

             Untuk memastikan penelitian ini tetap relevan dengan judul, tema, dan rumusan 

masalah serta tidak menyimpang dari ranah kajian yang ditetapkan, peneliti membatasi 

cakupan penelitian dalam beberapa aspek berikut: 

1. Skup Tematikal 

       Pembatasan tematik diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada tema yang 

telah ditentukan. Studi ini mengangkat tema sejarah perkembangan Marga Pegagan 

Ilir Suku II dalam rentang tahun 1950–1983. 

2. Skup Temporal  

        Pembatasan temporal bertujuan untuk menjaga kesinambungan kronologis 

dalam penelitian. Rentang waktu yang dikaji adalah tahun 1950 hingga 1983, yang 

mencakup periode dari penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada pemerintah 

Indonesia hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor 142/KPTS/III/1983, yang menandai penghapusan sistem pemerintahan 

marga di Sumatera Selatan.  

3. Skup Geografis 

Pembatasan geografis dilakukan untuk menentukan lokasi spesifik penelitian. 

Wilayah kajian mencakup beberapa kecamatan yang pada masa itu masih berada 

di bawah pemerintahan Marga Pegagan Ilir Suku II, yakni Kecamatan Tanjung 
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